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Mengingat
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BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

:  1.

2.

b。

BUPATI MAGETAN,

bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah

penduduk dan adanya perubahan pola konsumsi

masyarakat di Daerah, menimbulkan bertambahnya

volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin

beragam, sehingga keberadaan sampah tersebut perlu

dikelola dengan sebaik-bail*ya;
bahwa pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek

yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan secara

komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir, agar

dapat terselenggara secara lancar bagl lingkungan,

sehat bag masyarakat dan diharapkan dapat

memberikan manfaat secara ekonomi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai

pelaksanaa.n amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2OO8 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Sampah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan
propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 4ll sebagaimana telah diubah
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3.

4.

dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (

kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 27 30 l;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentaag
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9

Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O59);

5.
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8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Ol1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 201O

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 90, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 19O, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO1 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 138,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4153);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (l.rmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan
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kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten I Kota, (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 82,

Tambahan l,embaran. Negara Republik Indonesia
Nomor 3736);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 21, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2Ol2 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa
Timur (lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
201O Nomor 4 Tahun 201O Seri E);

2O. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah fingkat II
Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah fingkat II Magetan Tahun
1988 Nomor 8/B);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO8

Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
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terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 19 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan

(kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012
Nomor 19, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 28);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15

Tahun 2012 Tentar:g Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 - 2032 (lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O12 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEIiIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

SAMPAH
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Magetan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Badan Lingkungan Hidup
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
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bertanggungiawab terhadap pelaksanaan tugas
pemerintahan di bidang persampahan di Daerah.

5. lzin adalah perkenan atau persetujuan untuk
melakukan usaha pengelolaan sampah di daerah yang

diterbitl<an oleh Bupati melalui Instansi Perizinan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal jang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yarg meliputi
persero€rn terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi masa, organisasi sosial politik atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat pKL,

adalah pelaku usaha yang melakukan usaha
perdagangan dengan menggunakan sarana usaha
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakaa
prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan
dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang
bersifat sementara/ tidak menetap di wilayah
Kabupaten Magetan.

8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

9. Sampah Organik adalah sampah yang mudah
membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme
pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun,
bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.

10. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah
membusuk dan tidak mudah terurai oleh
mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non
hayati seperti plastik, logam, kaca, busa / gabus, dan
sejenisnya.

11. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat,
konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan
pengelolaan khusus.

12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.



13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah.

14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya
dapat disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah

diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,

dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah terpadu yang selanjutnya

di singkat TPST adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang,
pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah.

16. Tempat pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat
disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan
mengembalikan dampah ke media lingkungan secara

aman bagt manusia dan Lingkungan.

17. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.
18. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat

limbah 83, adalah sisa suatu usaha dan/ atau
kegiatan yang mengandung bahan berbahaya
dan/atau beracun yang karena sifat dan/ atau
konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik sec:rra

langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan
hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta
makhluk hidup lain.

19. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu
yang diatasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat
bangunan dengan fungsi apapun juga.

2O. Pengguna Persil adalah setiap orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/ atau memiliki persil.

21. Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang selanjutnya
disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan
Desa atau kmbaga Kemasyarakat Kelurahan pada

Desa atau Kelurahan di Kabupaten Magetan.

22. Jalan umum, adalah jalan yang digunakan untuk lalu
lintas umum.

23. Saluran adalah setiap ealian tanah meliputi selokan

sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup
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berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu
airnya.

24. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya daput
disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana yang te{adi serta menemukan
tersangkanya.

25. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenerng khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan.

26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah.

27. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

28. Kompensasi adalah pemhrian imbalan kepada orang
yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh
kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan

alhir sampah.

BAB II

MAKSUD DAN TU」 UAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk
memberikan landasan hukum bag' Pemerintah Daerah
dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
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a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas
lingkungan di daerah;

b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan

c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:

a. Pengelompokan Jenis Sampah;

b. Kebijakan dan strategi;
c. T\rgas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
d. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat;
e. Perizinan;

f. Penyelenggaraan;

g. L€mbaga pengelola

h. Pembiayaan dan Kompensasi;

i. Larangan;
j. Pengembangan dan penerapan teknologi;
k. Sistem informasi;
l. Kerjasama dan Kemitraan;
m. Pengawasan dan Pembinaan;

n. Insentif dan disinsentif; dan
o. Ketentuan sanksi.

BAB tV
JENIS SAMPAH

Pasal 5

(1) Jenis sampah meliputi:
a. sampah rumah tangga;

b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
c. sampah spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sgSagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari
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dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan
sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasa-l dari kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan khusus,
fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas
lainnya.

(a) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:
a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan

Beracun;

b. sampah yang mengandung limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun ;

c. sampah yang timbul akibat bencana;

d. puing bongkaran bangunan;

e, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
dan/atau

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah men5rusun dan menetapkan
kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

(2) Kebljakan dan strategi dalam pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a, arah kebijakan pengurangan dan penanganan
sampah; dan

b. program pengurangan dan penanganan sampah.
(3) Program ss$agairnans dimaksud pada ayat (2) huruf b

harus memuat:

a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas
jenis sampah secara bertahap; dan

b. target penanganan sampah untuk setiap kurun
waktu tertentu.
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(2)

(2)

Pasal 7

Kebijakan strategi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 pada ayat (1) disusun berpedoman pada

kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan
strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Kebiiakan dan strategi daerah dalam pengelolaan

sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah selain menetapkan kebiiakan dan
strategi sslagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

juga menyusun dokumen rencErna induk dan studi
kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga.

Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah;

c. pemanfaatan kembali sampah;

d. pemilahan sampah;

e. pengumpulan sampah;

f. pengangkutan sampah;

g, pengolahan sampah;

h. pemrosesan akhir sampah; dan
i. pendanaan.

Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10

(sepuluh) tahun.

BABヽД

TUGAS,WEWENANG DAN KEWA」 IBAN PEMERINTAH

DAERAH

Bagian Kesatu
T\rgas Pemerintah Daerah

(3)



Pasal 9

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya

pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan

lingkungan di Daerah.

Pasal 1O

T\rgas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, meliputi:
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran

masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah;

b.melakukan penelitian, pemgembangan teknolologi
pengurangan dan penanggulangan sampah.

c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan
upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan
sampah di Daerah;

d. melaksanak€m pengelolaan sampah dan memfasilitasi
penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
di Daerah;

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat
hasil pengolahan sampah di Daerah;

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang
berkembang pada masyarakat di Daerah untuk
mengurangi dan menangani sampah; dan

g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah,
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar
terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di
daerah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 1l

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah,
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan

sampah berdasarkan kebijakan nasional dan
provinsi;
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menyelenggarakan pengelolaan sampah skala
kabupaten sesuai dengan norrna, standar, prosedur,

dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak
lain;

d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun
terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan

sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap

darurat pengelolaan sampah sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu
dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal L2

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah
di Daerah meliputi:
a. menyediakan sarafla dan prasarana pengelolaan

sampah;

b. menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah
ditentukan;

c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh
masyarakat dari TPS ke TPA;

d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu
dan tempat tempat umum tertentu serta
mengumpulkannya ke TPS;

e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari
jafan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu
dari TPS ke TPA; dan

f. memroses sampah di TPA.
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BAB Ⅵ I

HAK,KEWA」 IBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagran Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 13

(l) Setiap orang pribadi atau badan berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah

secara baik dan berwawasan lingkungan dari
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang
pengelolaan sampah;

c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat
waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan

sampah;

d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena
dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan

akhir sampah ; dan

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan
pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan

lingkungan.
(2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) huruf a, adalah:

a. setiap orang dapat mengajukan permohonan secara

terhrlis kepada Bupati melalui SKPD.

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

diteliti/ diperiksa oleh petugas teknis di SKPD;

c. terhadap permohonan yang memerlukan
pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi
oleh petugas Teknis dari SKPD atau Tim Teknis yang

dibentuk oleh Bupati;
d. berdasarkan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan

lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis
merekomendasikan bahwa permohonan dapat
dikabulkan atau ditolak;

e. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada
pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
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f. permohonan yang diterima akan ditindak lanjuti oleh

Bupati berupa pelayanan pengelolaan sampah

kepada pemohon melalui SKPD terkait.
(3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
a. setiap orang dapat menyampaikan usul, saran dan /

atau pendapat baikmelalui surat tertulis maupun
dengan caxa menyarnpaikan aspirasi kepada Bupati
melalui SKPD Terkait;

b. usul, saran dan I atau pendapat sebagaimana

dimaksud pada huruf a, merupakan bahan
pertimbangan bagr Bupati atau SKPD dalam
pengambilan keputusan, dan pengawasan di bidang
pengelolaan sampah.

(4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
a. setiap orang dapat memperoleh informasi

pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan/
atau sumber informasi lainnya;

b. informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada huruf a, disediakan oleh Pemerintah
Daerah dan dapat diakses melalui media cetak,

elektronik dan/ atau melalui informasi langsung di
SKPD terkait.

(5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
a. setiap orang dapat memperoleh pembinaan

pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan

lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan

dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan
sesuai program dan kegiatan pada SKPD.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penggunaan

hak sebasaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), ayat
(a), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
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Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 14

Setiap orang pribadi atau badan wajib melakukan
pengurangan dan penanganan sampah dengan prinsip 3R

(Redue, Reuse, Recycle).

Pasal 15

Setiap pengguna persil dalam pengelolaan sampah

berkewajiban:

a. menjaga kebersihan bangu.nan, halaman, saluran air
dan jalan lingkungan serta lingkungan / tempat
sekitarnya;

b. menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya

dan membuang sampah di tempat sampah yang telah
tersedia;

c. pengguna persil yang memanfaatkan persil untuk
kegiatan / usaha yang menimbulkan sampah yang

mengandung bahan berbahaya dan beracun atau
limbah bahan berbahaya dan beracun, wqlib mengelola

sampah sesuai peraturan perundang-undangan

d. pengguna persil yang memanfaatkan persil sebagai

tempat/fasilitas umum, wqiib memasang plakat,
spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat al<an pentingnya

kebersihan dan keindahan lingkungan;
e. pengguna persil yang berlokasi di tepi jalan raya, wajib

membantu memelihara kebersihan berm dan/atau
trotoar yang berada di sepanjang persilnya.

Pasal 16

(1) Setiap pemilik kendaraan umum yang beroperasi di
Daerah wajib, melengkapi kendaraannya dengan tempat
sampah dan/ atau tempat kotoran untuk menampung
sampah dan/ atau kotoran yang ditimbulkan dari
kegiatan operasional kendaraan tersebut.
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(2) Sampah dan/atau kotoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib dibuang di TPS.

Pasal 17

(l) Setiap PKL wajib menyediakan tempat sampah yang

memadai untuk menampung seluruh sampah yang

dihasilkan.
(2) PKL wajib mengumpulkan semua sampah yang

dihasilkan di tempat sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dan membuangnya di TPS.

Pasal l8

(l) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan
permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial,

fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib
menyediakan tempat sampah dan pemilah sampah

sejenis sampah rumah tangga yang memadai.

(2) Pengelola dan/atau penanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan
memilah semua sampah yang dihasilkan di tempat

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan

membuangnya di TPS.

Bagian Ketiga

Peran serta masyarakat

Pasal 19

(l) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui:

a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan,
pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
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c. pemberian usul, pertimbangan, dan/ atau saran
kepada pemerintah daerah dalam kegiatan
pengelolaan sampah;

d. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan

kebljakan dan strategi pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

e. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra
dengan pe merintah daerah; dan/ atau

f. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan
pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada

anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah

untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk dan tata cara

peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 2O

(1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan
kegiatan usaha tertentu di bidang pengelolaan sampah
wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. usaha pengolahan sampah menjadi kompos dan
produk lainnya;

b. usaha pemilahan sampah untuk penggunaan ulang
(Re-use/ atau daur ulang

c. usaha pengumpulan barang bekas dari
sampah/ pengepul rongsok;

d. usaha pemanfatan sampah untuk biogas atau
produk sejenis;

e. usaha pengangkutan sampah;

f. usaha pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir
sampah; dan/atau;
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g. usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), setiap orang harus memenuhi persyaratan

administrasi dan persyaratan teknis yang telah

mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang

membidangi.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.KTP bagi pemohon orang perseorangan dan akta

pendirian bagi badan hukum;
b. identitas lengkap pemohon dan penanggung jawab

kegiatan;

c. memenuhi persyaratan dokumen lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d.mendapatkan persetujuan lokasi dari Lurah/Kepala
Desa;

e. mendapatkan izin tertulis bermaterai dari tetangga;
f. menjamin tenaga keq'a pengelolaan sampah dengan

mengikutsertakan pada jaminan sosial
ketenagakerjaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatz. cara dan
peryaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (t), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)diatur lebih
lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX
PEI{YELENGGARAAN

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 21

Pengelolaan sampah terdiri atas:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.
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Bagian Kedua

Pengu.rangan Sampah

Pasal22

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf a meliputi kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
penanganan Sampah

Pasa] 23

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan

pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah,
dan/atau sifat sampah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan
pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat
penampungan sementara atau tempat pengolahan
sampah terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari
sumber dan/ atau dari TpS atau dari TpST menuju TpA;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik,
komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

e. pemrosesar akhir sampah daiam bentuk pengembalian
sampah dan/atau Residu hasil pengolahan sebelumnya
ke media lingkungan secara aman.

Pasal 24

(1) Sampah yang ada di jalan-jalan
tempat tertentu, dibersihkan,

tertentu dan tempat-
dikumpulkan dan



(3)

(4)

(2)

diangkut serta dimasukkan ke TPS dan diproses di TPA

oleh Pemerintah Daerah

(2) Sampah yang ada di lingkungan rumah tangga,

lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan,
dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta

dimasukkan ke TPS oleh masyarakat.
(3) Sampah yang ada di persil dan lingkungannya,

dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta
dimasukkan ke TPS oleh pemakai persil.

pasal 25

Untuk menampung dan mengu.mputkan sampah yang
berasal dari rumah tangga, lingkungan permukiman,
gang, jalan lingkungan, jalan-jalan tertentu, tempat_
tempat umum tertentu dan persil, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, pemerintah Daerah
menyediakan TPS.

Untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan
dan ditampung di TpS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan
pengangkutan Sampah dariTps ke TpA.
Untuk menampung Sampah yang diangkut dari TpS
atau tempat lainnya, pemerintah Daerah menyediakan
TPA.

Sampah yang telah ditampung di TpA, diproses oleh
Pemerintah Daerah.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan:
a. insentif kepada setiap orang yang melakukan

pengurang€Ln sampah; dan
b. disinsentif kepada setiap orang yang Udak

melakukan pengurangan sampah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata
cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana

(2)
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dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal2T

(1) Pembiayaan pengelolaan sampah di Daerah menjadi

tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan

tugas, wewenang dan kewaj ibannya.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan/ atau sumber-sumber lain sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembiayaan pengelolaan sampah dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada setiap tahun
anggaran melalui kegiatan pada SKpD terkait.

Pasal 28

(l) Pemerintah daerah secara sendiri atau secara bersama
dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak
negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan
akhir sampah.

(2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diakibatkan oleh:
a. pencemaran air;
b. pencemaran udara;
c. pencemaran tanah;
d. longsor;

e. kebakaran;

f. ledakan gas metan; dan/ atau
g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

(3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. relokasi penduduk;
b. pemulihan lingkungan;
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c. biaya kesehatan dan pengobatan;

d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;

dan/atau
e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 29

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (l) harus dianggarkan dalam anggaran
pendapatan daerah.

(2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada
Pemerintah Daerah sudah tidak tersedia lagr,
kompensasi diberikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 3O

(1) Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan
sampah dilarang:
a. memasukan sampah dari luar daerah ke dalam

wilayah Daerah;

b. mengimpor sampah;
c. mencampur sampah dengan limbah bahan

berbahaya dan beracun;
d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran

dan/ atau perusakan lingkungan;
e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah

ditentukan dan disediakan;
f. melakukan penanganan sampah dengan

pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan

persyaratan teknis pengelolaan sampah;
h. membuang sampah di sungai_sungai, selokan_

selokan atau got-got, saluran_saluran, danau, jalan_
jalan umum, tempat-tempat umum, berm atau
trotoar atau ditempat umum lainnya;
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i. membuang pecahan kaca, ?at-?at kimia atau zat lain
yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau

sampah yang berbau busuk kecuali di tempat

pembuangan sampah yang khusus disediakan dan

dilakukan menurut tata cara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;
j. mengubur sampah anorganik; dan/ atau

k. buang air besar dan buang air kecil di jalan, jalur
hiiau, taman dan tempat umum lainnya.

(2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. tempat sampah rumah tangga;

b. tempat sampah fasilitas umum;
c. tempat penErmpungan sampah sementara;

d. tempat pemrosesan akhir.
(3) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran

sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis
dengan menggunakan alat pembakar sampah
(incinerator).

BAB XIH

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 31

(l) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan
fasilitasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pekeq'aan Umum dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
mengikutsertakan:

a. perguruan tinggi;
b. lembaga penelitian dan pengembangan;
c. badan usaha; dan/ atau
d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di

bidang pengelolaan sampah.

24



BAB xIV
SISTEM INFORMASI

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

sampah rumah tangga.

(2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi

mengenai:

a. sumber sampah;

b. timbulan sampah;

c. komposisi sampah;

d. karakteristik sampah;

e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga .

(4) Informasi sebagaimana dimalsud pada ayat (3) harus
dapat diakses oleh setiap orang.

BAB XV
KER」ASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 33

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar
pemerintah daerah atau bermitra dengan badan usaha
dalam pengelolaan sampah.

Pasal 34

(1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dapat melibatkan dua atau
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lebih Daerah kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi

atau antarprovinsi.
(2) Lingkup kerja sarna bidang pengelolaan sampah

mencakup:

a. penyediaan/pembangunan TPA;

b. sarana dan prasarana TPA;

c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;

d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang

ramah lingkungan.

Pasal 35

(1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha

dalam pengelolaan sampah.

(2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain:
a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;

b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA,

serta sarana dan prasarana pendukungnya;

c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TpA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 36

Pelalsanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan
dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB測

LEMBAGA PENGELOLAAN

Pasal 37

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan
penangan€rn sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal

22 ayat (1) dan Pasal 23 dapat membentuk lembaga
pengelolaan sampah.

26



Pasal 38

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan

lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 di desa/ kelurahan, kawasan komersial,

kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD

persampahan setingkat unit ke{a pada SKPD untuk

mengelola sampah.

Pasal 39

(1) kmbaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (1) tingkat RT mempunyai tugas:

a. memfasiltasi tersedianya tempat sampah rumah

tangga di masing-masing rumah tangga dan alat

angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di
masing-masing rumah tangga;

(2) kmbaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (1) tingkat RW mempunyai tugas :

b. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah

tingkat RT ; dan

c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan

sementara ke Lurah/ Kepala Desa;

(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) tingkat Kelurahaa/Desa
mempunyai tugas:

(1) mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah

tingkat Rukun Warga;

(2) mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan

sampah mulai dari tingkat RI sampai RW; dan
(3) mengusulkan kebutuhan tempat penampungan

sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu

ke Camat.

(4) l,embaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) tingkat Kecamatan mempunyai

tugas:
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c.

mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah

tingkat kelurahan / desa;

mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan

sampah mulai dari tingkat RT/RW sampai

kelurahan/desa dan lingkungan kawasan ; dan

mengusulkan kebutuhan tempat penampungan

sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu

ke SKPD atau BLUD yang membidangi

persampahan.

Pasal 40

Lrmbaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan

industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas

lainnya mempunyai tugas ;

a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-

masing kawasan;

b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/
TPST atau ke TPA ; dan

c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah

Pasal 4l

(1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal

38 ayat (2) mempunyai tugas melaksnakan kebijalan,
strategi, dan rencana SKPD yang membidangi
persampahan.

(2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan

ketentuan peraturan per undang-undangan ;

b. tersedianya barang dan / atau jasa layanan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
pengelolaan persampahan.

c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan
pertanggungiawaban kepada SKPD yang membidangi
persampahan.

b.
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Pasal 42

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya

atas barang dan / atau jasa layanan pengelolaan sampah

sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 43

(1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan

pengelolaan sampah di Daerah ditakukan masing-

masing sebagai berikut:

a. Pengawasan dan pembinaan umum oleh Bupati; dan

b. Pengawasan dan pembinaan teknis oleh SKPD

terkait.
(2) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

BAB XVIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PEI.IYELESAIAN

SENGKETA

Bagan Kesatu

Umum

Pasal 44

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah

terdiri atas:

a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola

sampah; dan

b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar
pengadilan ataupun melalui pengadilan.

(2)
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(2)

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 45

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan

dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain

dari para pihak yang bersengketa.

Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa

dapat meng4jukannya ke pengadilan.

Bqgian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 46

(1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam
pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan
melawan hukum.

(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) mensyaratkan penggugat

membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan
hubungan sebab akibat antara perbuatan dan
kerugian yang ditimbulkan.

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud
ganti kerugian dan/ atau tindakan tertentu.

Bagran Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok
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(2)

(3)

Pasal 47

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan

hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan

gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagran Kelima

Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 48

Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan

untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman

bsgr kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan

tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
Organisasi persampahan yang berhak mengajukan

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;
b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan

sampah; dan

c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1

(satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

(l) Bupati dapat menutup setiap kegiatan/usaha
pengelolaan sampah yang tidak mempunyai inn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada

pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan/ atau
persyaratan izin.

(3) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada

Orang Pribadi atau Badan yang tidak melaksanakan
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kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan/atau Pasal 18.

(4) Salksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dapat berupa:

a. paksaan pemerintahan;

b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PEI{YIDIKAN

Pasal 5O

(1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebogai
penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan yang berkenaan dengan tindak
pidana dalam bidang pengelolaan sampah;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana dalam bidang pengelolaan
sampah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam
bidang pengelolaan sampah;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang
pengelolaan sampah;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap
bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat



dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam

bidang pengelolaan sampah; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam
bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 memerlukan tindakan
penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai Negeri
Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penldik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3O ayat (l) huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d dipidana sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 1g Tahun 2OOg tentang
Pengelolaan Sampah.

Pasal 52

(f ) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf e,
huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp SO.OOO.OOO,OO
(lima puluh juta rupiah).
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(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan daerah.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (8) adalah pelanggaran.

BAB,OCI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pengelola fasilitas umum, pengguna persil, pemilik
kendaraan umum atau pedagang kaki lima yang belum
menyediakan tempat sampah dan /atau fasilitas
pengelolaan sampah wajib mengadakan atau menyediakan
tempat sampat dan/atau fasilitas pengelolaan sampah
sebagaimana dimalsud dalam peraturan Daerah ini, paling
lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan
Daerah ini.

Pasal 54

Setiap orang yang telah memiliki izin dari Bupati untuk
melakukan kegiatan usaha tertentu sebegaimana
dimaksud dalam pasal 2O sebelum peraturan Daerah ini
berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa
berlaku izin tersebut.

Pasal 55

Setiap Orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan
usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2O
yang pada saat diundangkannya peraturan Daerah ini
belum memiliki izin dari Bupati, wajib mengajukan
permohonan izin paling lambat I (satu) tahun sejak
diundangkannya peraturan Daerah ini.

34



ヒ

BAB)OCH

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 56

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan peraturan Daerah
ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan
Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah
diundangkan.

Agar setiap
pengundangan

penempatannya

Magetan.

Pasa1 57

ini mulai berlaku pada tanggal

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Daerah ini dengan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Juli 2013

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 20 Septembe r 2Ot3

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NoMoR 7
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOI.,AAN SAMPAH

I. UMUM

Pada hakekatnya pengelolaan persampahan adalah merupakan
kewajiban seluruh komponen masyarakat dan pemerintah Daerah.
Penanganan Persampahan tidak hanya menyangkut masalah teknis
dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku
kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah
persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi
masyarakat dalam pengelolaannya.

Pengeroraan sampah yang tidak sesuai metode dan teknik
pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan
darnpak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan
lingkungan. Pada umumnya masyarakat dalam mengelola Sampah
masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu Sampah dikumpulkan,
diangkut, dan dibuang ke tempat pemroses{rn akhir Sampah. padahan,
timbunan Sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat
pemrosesan akhir Sampah berpotensi melepas gas metan (CHa) yang
dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi
terhadap pemanas€rn global. Agar timbunan Sampah dapat terurai
melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan
diperlukan penangan€rn dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan Sampah yang bertumpu pada
pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan
paradigma baru pengelolaan Sampah. paradigma baru memandang
Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan
dapat dimanfaatkan, misalnya : untuk energi, kompos, pupuk ataupun
untuk bahan baku industri. pengelolaan Sampah dilakukan dengan
pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan
suatu produk yang berpotensi menjadi Sampah, sampai ke hilir, yaitu
pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi Sampah, yang
kemudian dikembalikan ke media, lingkungaa secara arnan.

Pengeloraan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan
dengan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah. pengurangan
Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan



pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan

akhir.

Di samping itu untuk menumbuhkan motivasi kepada seluruh
lapisan masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin dan kadar
kesadaran serta sikap hidup/ perilaku setiap anggota masyarakat dalam
pengelolaan persampahan, yang akhirnya diharapkan mengarah pada
satu kondisi, dimana setiap anggota masyarakat dapat turut berperan
serta membina anggota masyarakat lainnya dalam memelihara
kebersihan' Kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut diatas
dipandang sebagai suatu hal yang wajar dalam upaya menanamkan
kesadaran masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap
pengelolaan persampahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih,
sehat dan nyaman.

Dalam usaha mengubah sikap mental masyarakat tersebut,
diperlukan waktu dan pertahapan yang berupa tahap pematangan
sikap mental, serta tahap kesuri_teladanan daripada para pemimpin
dan tokoh-tokoh panutan.

Sebagai upaya untuk keseimbangan datam peningkatan
pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan
pemerintah berhak memungut retribusi, yang pengaturannya diatur
dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan Sampah diDaerah dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban
dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang
kewajiban dan tugas pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah,
maka diperlukan adanya peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan
sampah di Daerah. pengaturan pengelolaan Sampah di daerah
dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor lg Tahun2008 tentang pengelolaan Sampah, peraturan pemerintah Nomor gl
Tahun 2Ol2 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga dan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2OlO tentang pedoman pengelolaaa Sampah.

Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan inimerupakan ketentuan_ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagidaerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di urilayah Kabupaten
Magetan dan menjadi bagran integral dari pengelolaan kebersihan
daerah.
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II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (s)

) Yang dimalsud dengan "kawasan komersial adalah kawasan
perdagangan antara Lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan,
hotel perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

D Yang dimaksud dengan "kawasan industri, adalah kawasan atau
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan
sarana dan prasarada penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh perusahaan kawasan industri yang telah memliki izin usaha
kawasan industri.

) Yang dimaksud dengan "kawasan khusus, adalah kawasan yangbersifat khusus, yang digunalan untuk kepentingan
nasional/ berskala nasional, misalnya kawasan cagar Uuaaya,taman nasional, pengembangan industri strategis, danpengembangan teknologi tinggi.

) Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial, adalah tempat pelayanan
darr / atau penyelenggaraan kegiatan sosial antara lain, rumah
ibadah, panti asuhan, dan panti sosial

D Yang dimaksud dengan "fasilitas umum, adalah tempat pelayanan
dan / atau penyelenggaraan kegiatan untuk masyarakat umumantara lain, terminal angkutan umum, stasiun kerata api,pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian
kendaraan umum, taman, jatan dan trotoar.! Yang dimaksud dengan "fasilitas lain, adalah fasilitas ataukawasan yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasanindustri, kawasan khusus, fasilitas sosial atau, fasilitas ,*r*.



anhra ldn rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, ■lmah
sakit,pusat keschatan masyarakat,kawasan pendidikan,kawasan

pariwisata,kawasan beHkat,dan pusat kegiatan olah raga

Ayat(4)

Cukupjelas

Pasa1 6

CukupJchs

Pasa1 7

Cukupjelas

Pasa1 8

Cukupjelas

Pasa1 9

Cukupjelas

Pasa1 lo

Cukupjelas

Pasa1 11

Cukupjelas

PaSa1 12

Cukupjclas.

PaSal 13

Cukupjelas

PaSa1 13

Ayat ll):  Yang  dimaksud  dengan  kendaraan  um_  adalah

kendaraan umum penumpang dan kendaraan umum

barang.

Yang dimaksud dengan tempat kOtoran adalah tempat

untuk menampung kotOran hewan pada kendaraan um_

penmpang  dan  kendaraan  umum  barang  yang

menggunakan hewan sebagai tenaga penggerak.

Ayat(2):  cukupjelas

PaSa1 14

> Yang dimaksud dengan沢
しα
“
。e adalah mengurangl segala sesuatu

yang menyebabkan dmbulnya sampah

>Yang dimaksud dcngan Rmse adalah kegian perggunaan kembali

sampah secara langsung.

>Yang dimaksud denganセ
彎 cre adalah memanfaatkan kembali

sampah setelah di01ah.

PaSa1 15

Huruf a

39



Cukup jelas

Hurufb
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dima,ksud dengan berm adalah tepi sempadan; tanah (biasanya
beraspal) di sepanjang sisi jalan.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat
sampah yang mampu menamp,ng sampah yang ditimbulkan dari
kegiatan pedagang kaki lima sehari hari, b.rup" tempat sampah
untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorgErnik.
Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal t8
Ayat (l)
D Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman, adalah bagian dari

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa
kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

) Yang dimaksud dengan "kawasan komersial, antara lain, pusat
perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan
tempat hiburan.

) Yang dimaksud dengan "kawasan industri, adalah kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana
dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh
perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha
kawasan industri.

) Yang dimaksud dengan "kawasan khusus, adalah wilayah yangbersifat khusus yang diguna-kan untuk kepentingan
nasional/ berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya,
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taman nasional, pengembangan industri strategis, dan
pengembangan teknologi tinggi.

D Yang dimaksud dengan "fasilitas umum, antara lain, terminal
angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan
trotoar.

D Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" antara lain, rumah ibadah,
panti asuhan, dan panti sosial.

D Yang dimaksud dengan "fasilitas lainnya" adalah yang tidak
termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,
fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan,
lemboga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan
masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan
berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

) Yang dimaksud dengan "tempat sampah" yang memadai adalah
tempat sampah yang mampu menampung seluruh sampah sejenis
sampah rumah tangga yang berupa tempat sampah untuk sampah
organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik..

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 2O

Cukup jelas.

Pasal 2l
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (l):
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pembatasan timbulan sampah, adalahupaya meminimalisasi timbulan sampa.h yang dilakukan sejak
sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produksampai dengaa saat berakhimya kegunaan produk dan/atau
kemasan produk.
Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:
1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang

dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/ atau
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3. menghindari penggunaan barang dan/ atau kemasan sekali
pakai.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pendauran ulang sampah, adalah upaya
memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah
melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan kembali sampah" adalah
upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang
sama atau fungsi yang berbeda dan/ atau mengguna ulang bagian
dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses
pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 3O

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a
Yang dimaksud dengan tempat sampah nrmah tangga adalah
tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu
rumah tangga.

hurufb
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Yang dilnaksud dengan tempat sampah fasilitas tlmutn adalah

ternpat sarnpah untuk mcngumpulkan sarnpah dari suatu

Fas皿tas ullnum.

huruf c

Yang  dimaksud  dengan  tempat  Penarnpungan  Sampah

Sementnra adalah tcmpat untuk menarnpung sampah dari

rumah tangga, fasmtas umum tertentu dan jalan umum

tertentu

huruf d

Yang dimaksud dcngan tempat Pemrosesan Akhir addah addah

tempat unbuk menarnpung sampah dan memprOses sampah

dari rtlmah tangga, fasilitas umum tertentu,jalan umum

tertentu dan TPs.

Ayat(3)

Cukupjelas

Pasa1 3 1

Cukupjelas.

PaSa1 32

Cukupjclas.

Pasa1 33

Cukupjelas,

PaSa1 34

Cukupjelas.

PaSa1 35

Cukupjelas.

PaSa1 36

Cukupjelas.

PaSa1 37

Cukup」 elas

PaSa1 38

Cukupjelas.

PaSa1 39

Cukupjelas.

PaSa1 40

Cukupjelas.

PaSa1 41

Cukup jelas.

PaSa1 42

Cukupjelas.
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Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (l)

Cukup jelas

Ayat (21

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan paksaan pemerintah adalah suatu
tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
memulihkan kualitas lingkungan datam keadaan semula
dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola Sampah
yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.

Hurufb
Yang dimaksud dengan uang paksa merupakan uang yang
harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola Sampah
yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan sebagai
pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Hurufc
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5O

Cukup jelas.

Pasal 51



Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.
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